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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya untuk menata sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga lembaga itu dapat melayani

masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi
birokrasi, penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan dapat
tertangani. Tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi adalah adanya (a) peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, (b) pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan
(c) peningkatan pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan:
Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, setiap
instansi pemerintah harus secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi
melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tidak bisa
lepas dari program reformasi birokrasi tersebut. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 tetap berkonsentrasi
untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi. Sehingga, perlu disusun suatu rencana kerja pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. untuk meraih predikat tersebut.



1.2.  Dasar Hukum

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamusdan pemangku
kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK); dan

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tanggamu



2.1.
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PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WBK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah pernyataan dari pimpinan
bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus siap
membangun Zona Integritas.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh
atau sebagian besar pegawai dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka
dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat
dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program
kegiatan Zona Integritas kKhususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan public

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang

telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada

penerapan program enam (6) area perubahan antara lain : Manajemen Perubahan,

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat
Konkrit.
















































